PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG %
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL ERA
TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHANE @
WALIKOTA SUK I,
Menimbang : a. bahwa memenubhi ket n
Q

Tahun 2004 tentang Afex taha ;
dengan Undang- @ Nomor 3
Peraturan Pegerintah Pengganti, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang P, Ran Atas %ﬂg-Undang Nomor 32 Tahun 2004

@ Ain Da enjadi Undang-Undang, Dewan
Ra ) bersama Walikota Sukabumi telah

< Peraturan Daerah tentang Anggaran
elanjd Dagrah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai
¢rnur Jawa Barat Nomor 903/Kep.37-

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran
2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang ......



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tet
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepyblikIndonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Nega ubljl Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah den ang-U, Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Re Indon ahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran u<ik I@nesia Nomor

4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 u 97 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ran& Republik Indonesia
L

Qg Pajak Daerah dan

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan n Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang N Ta % tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersj Bebas daxi_Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran r ublik donésia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Le egara blik Indonesia Nomor 3851);

un 2003 tentang Keuangan Negara

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
aran -;: epublik Indonesia Nomor 4286);

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
z Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

@ omor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
turayy Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
done%hun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

epu nesia Nomor 4389);

@9. U ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

11. Undang ......



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Regublik Indonesia Nomor
4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahu 4) tenta rimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Peme n Daerah

(Lembaran Negara Republik IndOnesty Tohun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara @ d onesi% r 4438);
13. Peraturan Pemerintah No 65 Jahun 2001 tentang Pajak Daerah

n 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inghstregia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerinta 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Né epu dpnesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lemphagan NegaralRepyblik Indonesia Nomor 4139);

» Tahun 2003 tentang Pengendalian

15. Peraturan Pemérigtah Xomor 4
Jumlah Ku isit Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara
%n n Belanja Daerah serta Jumlah
an h Pusat dan Pemerintah Daerah

emerin omor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
n Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

an K¢t
Daerg) baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
bdt

, Taf an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

g telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
foh. Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
ahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
donesia Nomor 4659);

17. Pg Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

gngan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara

>ruplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan ......



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun ng Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Ind¢gnesia\Tahvn 2068 Nomor 139,
@ a No 7);

Tambahan Lembaran Negara Republik K

Peraturan Pemerintah Nomor 58 @ 2005 (tex @ Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran alq_Republik I b nesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembfaran Nfgara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah 5 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penergpan Sta an Minimal (Lembaran
Negara Republik Indégesiq )5, Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RepTGbhiTv g mor 4585);

Peraturan Perdgfz tomor Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan wasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembg ggara Re e iK' Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan , Neg 4blik Indonesia Nomor 4593);

Peratura grintah or 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuanga inerja si Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indo hun 2 omor 25 Tambahan Lembaran Negara
R% onesi r 4614);

[«5]

LE O@un Médnlteri ) Palam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
P¢ an Pen an Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

ran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

teri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
enyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
garan 2008;

T
Peratygan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah “Waluya Farma” Kotamadya

Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 2 Seri D - 2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
31. Peraturan ......
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Menetapkan

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri D - 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri D - 1);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahuy
Peraturan Daerah Kota Sukabumj/” No ahuIQ;O% tentang
Pembentukan Dana Cadangan (L % an Daéxal ta Sukabumi
Tahun 2005 Nomor 5 Seri A -
Peraturan Daerah Kota Sukabuwi Nofmor 1 T 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah aran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 1, Tamb embaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4); %

@u abummor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan D@ra gk PerkreditAn Rakyat Kota Sukabumi
(Lembaran Daer ukabu ahun 2007 Nomor 10);

S
%engan ujuan Bersama
DEWA AKIL AT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
\@(@TA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Peraturan Daerah

N BEL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

:§RAN @AH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

@ Pasal 1

An n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai

berik
1. Pendapatan Daerah Rp 411.133.977.000,00
2. Belanja Daerah Rp  477.169.632.000,00 (-)

Surplus/Defisit Rp (66.035.655.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp 69.035.655.000,00
b. Pengeluaran Rp _ 3.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp__ 66.035.655.000,00
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri

dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 47.372.244.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 330.399.919.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sa

sejumlah p 33.361.814.000,00

@

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di d pedaayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah £5892.080.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah .654.265.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayd aTah yang

dipisahkan sejumlah Rp 918.235.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli “aerg yang @
sejumlah Rp 907.664.000,00

(3) Dana Perimbangan seb dima da ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan ; @

Rp 24.208.089.000,00
Rp 278.943.830.000,00
Rp 27.248.000.000,00

Rp -

. Rp )
mlah Rp 17.474.051.000,00

Iy
'%n Otonomi Khusus sejumlah Rp  2.654.610.000,00
g dari provinsi atau dari

ainnya sejumlah Rp 13.233.153.000,00

Pasal 3

idak Langsung sejumlah Rp 218.914.810.000,00
Rp 258.254.822.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 177.799.431.000,00

b. Belanja bunga sejumlah Rp -

c. Belanja subsidi sejumlah Rp -

d. Belanja hibah sejumlah Rp 16.772.596.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 19.805.283.000,00
f. Belanja ......



f. Belanja bagi hasil kepada kecamatan dan kelurahan

sejumlah Rp 430.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada kecamatan dan

kelurahan sejumlah Rp  3.107.500.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp  1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 48.272.483.000,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 96.501.455.000,00
c. Belanja modal sejumlah § ;Rp 113.480.884.000,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dima@am Pa@rdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah 035.655.000,00
b. Pengeluaran sejumlah .000.000.000,00
ada ay@ huruf a, terdiri dari
a. Sisa Lebih Perhitungf \nggara @1 Rp 50.253.179.000,00
Anggaran sebelumnyad(SH %
b. Pencairan dana cadapgai™sgjpmlah Rp 18.500.000.000,00
c. Hasil penjualan ke n\daerah yang dipisahkan
sejumlah O Rp
d. Penerimaan pifainaird ejpghlah Rp -
e. Penerimaa ema)i pempe pinjaman
sejumlah @ Rp -
} i iU gdae Alah Rp 282.476.000,00
Agaima aksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
a gan sejumlah Rp -
d&vestasi) pemerintah daerah
C; ; Rp  3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dim
jenis pembiayaan :

utang sejumlah Rp -
an daerah sejumlah Rp -

Pasal 5

dlam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagi@g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl  Ringkasan APBD;

2. LampiranIl Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. LampiranIII Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran ......
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5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahuy Anggaran Sebelumnya
yang Belum Diselesaikan
dalam Tahun Anggaran inj

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Deefaly dlan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah daq OKligasi

MO
Kepala Daerah menetapkan Per@pala Daerah tentang Penjabaran

a
Anggaran Pendapatan dan Belan ah seb@amdasan operasional

pelaksanaan APBD. @

asal 7

Peraturan Daerah ini n@llaku pggal diundangkan.

Agar setiap orang<7 mengeta% , memerintahkan pengundangan

Peraturan Daer% an pe::: nnya dalam Lembaran Daerah.
Z @ Pada tanggal

% ,\2@ WALIKOTA SUKABUMI,

Ditetapkan di Sukabumi

@

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN NOMOR



5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan\dsn Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan } garan Sebelumnya
yang Belum Diselesaikg

Dian@ Kembali
dalam Tahun Anggaran i
12. Lampiran XII Daftar Dana CadanggfiRaeyahsda o
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Pae % r Obligerah.
sal

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepal @h tentang Penjabaran
i h i landasan operasional

@)
ku(%a tanggal diundangkan.
eya, memerintahkan pengundangan

eMpatannya dalam Lembaran Daerah.

5
-
o
f

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 31 Januari 2008

@ WALIKOTA SUKABUM]I,
§ ; % cap. ttd.
@ @ MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diunda gkaka umi
1 Q

Pada tangga anuari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUM],

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 1



